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ABSTRAK 
 
Evan Suyono (E211 10 004). Inovasi Kebijakan Pendidikan di Kota Palopo, 
(vii+81 Halaman+2 Gambar+20 Pustaka (1999-2014).  
 
Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa negara 
Kesatuan Republik Indonesia  didirikan dengan tujuan untuk memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimana, 
terkandung bahwa negara berkawajiban melayani setiap warga negara dalam 
pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya akan pendidikan. Oleh karena itu 
pemerintah daerah Kota Palopo melakukan sebuah kebijakan yang inovatif 
dibidang pendidikan dengan membuat sebuah terobosan baru yaitu pendidikan 
gratis selama dua belas tahun.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran dari 
level inovasi, jenis inovasi dan tipe inovasi. pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan 
gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, 
menginterpratasikan serta menjelaskan data secara sistematis pada Dinas 
Pendidikan Kota Palopo dengan melakukan wawancara dengan beberapa 
informan kunci. 
 
Hasil Penelitian terhadap inovasi kebijakan pendidikan di Kota Palopo diketahui 
dengan menggunakan 3 dimensi   yaitu level inovasi, jenis inovasi dan tipe 
inovasi. Level inovasi dapat dilihat dengan melihat beberapa indikator yaitu 
dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan dan pemberdayaan 
masyrakat, kesetaraan gender dan pengecualian sosial, serta inovasi kebijakan 
dalam konteks lokal dan dapat ditransfer. Sedangkan untuk jenis inovasi terbagi 
menjadi incremental innovation to radical innovation, top down innovation to 
bottom-up innovation dan need led innovations and efficiency-led innovation. 
Untuk tipe inovasi terbagi enam yaitu layanan baru atau layanan yang diperbaiki, 
inovasi proses, inovasi administratif, inovasi sistem, inovasi konseptual dan 
perubahan radikal. Gambaran akan level inovasi pada kebijakan pendidikan di 
Kota Palopo belum dapat memenuhi semua indiator yang ada yaitu pada 
indikator dampak. Sedangkan untuk jenis inovasi yaitu needs led innovation and 
efficiency-led innovation dikarenakan pada tipe inovasi hanya ditemukan empat 
tipe yaitu layanan baru atau layanan yang diperbaiki, inovasi proses, inovasi 
administrasi, dan inovasi konseptual. 
 
 
Kata kunci : inovasi, kebijakan pendidikan, kualitatif 
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ABSTRACT 
 
Evan Suyono (E211 10 004). Inovasi Kebijakan Pendidikan di Kota Palopo, 
(vii;+81 Halaman+2 Gambar+20 Pustaka (1999-2014). 
In the Constitution ( Constitution) of 1945 mandated that the state of the Republic 
of Indonesia was established with the aim to promote the general welfare and 
national life . Where , implied that the state berkawajiban serve every citizen in 
the fulfillment of the rights and basic needs for education . Therefore, local 
governments Palopo perform an innovative policy in education to create a new 
breakthrough that free education for twelve years . 
 
The purpose of this study was to determine how the image of the level of 
innovation , types of innovation and the type of innovation . approach used in this 
research is descriptive qualitative namely to provide a clear picture of the issues 
studied, menginterpratasikan and explain the data systematically on the 
Department of Education Palopo by conducting interviews with key informants. 
 
Research on innovation in education policy Palopo known by using a 3 -
dimensional , namely the level of innovation , types of innovation and the type of 
innovation . Level of innovation can be seen by looking at several indicators of 
impact , partnership , sustainability , leadership and empowerment of society , 
gender equality and social exclusion , as well as innovation policies in the local 
context and can be transferred . As for the type of innovation is divided into 
incremental innovation to radical innovation , top-down bottom-up innovation to 
innovation and the need led innovations and efficiency - led innovation . For the 
type of innovation that is divided into six new services or improved services , 
innovation processes , administrative innovation , system innovation , conceptual 
innovation and radical change . Picture of the level of innovation in education 
policy in Palopo have not been able to meet all existing indiator that the impact 
indicators . As for the kind of innovation that is needs led innovation and 
efficiency - led innovation due to the type of innovation that is only found four 
types of new services or improved services , innovation processes , 
administrative innovation and conceptual innovation . 
 
Keywords : innovation , education policy , qualitative 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1. Latar Belakang 
Pendidikan dalam konteks upaya merekonstruksi suatu peradaban 
merupakan salah satu kebutuhan (jasa) asasi yang dibutuhkan oleh setiap 
manusia dan kewajiban yang harus diemban oleh negara agar dapat 
membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman dan kemampuan untuk 
menjalankan fungsi-fungsi kehidupan selaras dengan fitrahnya serta mampu 
mengembangkan kehidupannya menjadi lebih baik dari setiap masa ke 
masa berikutnya. 
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan 
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan untuk 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Dimana, terkandung makna bahwa negara berkewajiban melayani setiap 
warga negara dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya atas 
pendidikan. 
Pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan 
berdasarkan pancasila serta undang-undang dasar 1945 di arahkan untuk 
mencerdaskan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia 
serta masyarakat bangsa Indonesia yang beriman, dan bertaqwa terhadap 
Tuhan yang Maha Esa, berkualitas, dan mandiri sehingga mampu 
membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi 
kebutuhan pembangunan Nasional dan bertanggung jawab atas 
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pembagunan bangsa. Sebagaimana termaktub di dalam beberapa pasal di 
dalam UUD 1945 yaitu : 
1. Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, "Pemerintah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-
undang.” 
2. Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, "Pemerintah memajukan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama 
dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan 
umat manusia." 
Hal di atas menggambarkan bahwa terbentuknya manusia yang utuh 
sebagai tujuan pendidikan memperhatikan kesatuan aspek antara lain yaitu 
jasmani dan rohani, misalnya aspek diri (individualitas) dan aspek sosial, 
aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta segi serba keterhubungan 
manusia dengan dirinya (konsentris), dengan lingkungan sosial dan alamya 
(horizontal), dan dengan tuhannya (vertical). 
Sebagai tindak lanjut dari UUD 1945 maka pemerintah 
menuangkannya dalam bentuk UU no 2 tahun 1989 yang kemudian 
disempurnakan oleh UU no 20 tahun 2003 mengenai sisdiknas yang berisi  
pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas 
tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan dasar yang 
dimaksud adalah pendidikan 9 tahun, ini berarti pendidikan minimal yang 
harus dimiliki adalah tingkat SD dan SMP dimana anak berusia tujuh samapi 
limabelas tahun. Selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengalokasikan 
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minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 
sektor pendidikan. 
Akan tetapi dewasa ini pemerintah indonesia mengalami tantangan 
yang cukup berat yaitu pemerataan pendidikan di setiap daerah serta 
ketidakmampuan masyarakat untuk mengenyam pendidikan bagi peserta 
didik usia sekolah, hal ini diakibatkan karena wilayah negara indonesia yang 
begitu luas dengan kondisi geografisnya dan kesadaran masyarakat akan 
mengenyam pendidikan masih sangat kurang. Mayoritas tingkat ekonomi 
masyarakat indonesia yang masih tergolong rendah. Maka dari itu 
pemerintah Indonesia dituntut untuk membuat sebuah inovasi demi 
terlaksananya amanat UUD 1945. Dari sekian lama perjuangan tersebut 
pada tahun 2008 lahirlah sebuah inovasi dalam dunia pendidikan yaitu 
pendidikan gratis, dengan dasar PP Nomor 47/2008 tentang Wajib Belajar 
serta PP Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Bahkan wajib 
belajar gratis itu diatur dalam UU APBN, tingal pengaturannya lebih lanjut 
oleh pemerintah daerah. 
Seiring perjalanannya pendidikan gratis di berbagai daerah masih 
mengalami banyak permasalahan. jenis masalah dalam pendidikan gratis 
masih berwarna-warni, sebagaimana kutipan dari media. Hanya saja yang 
menarik dalam kutipan ini, adanya kabupaten yang dinilai sebagai kabubaten 
penggagas pendidikan gratis dan kabupaten percontohon pendidikan gratis, 
yaitu kabupaten Jembrana dan Kabupaten Gowa, serta Kabupaten Sinjai. 
Namun fenomena di dalam pelaksanaannya masih terus terjadi. Apakah 
karena konsep pendidikan yang merupakan sinerjitas dari konsep provinsi 
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yang tidak searah sehingga fenomena ini masih menjalar atau konsep 
kabupaten yang tidak mampu melakukan sebuah perencanaan kebijakan. 
Sentuhan pendidikan gratis Sulawesi Selatan terlihat masih terfokus 
pada siswa yang ada di sekolah, padahal pemerataan pendidikan dinilai 
sudah diimplementasikan seiring dengan penerapan pendidikan gratis pada 
tahun 2008. Landasan lahirnya konsep pendidikan gratis disebabkan karena 
tingginya angka putus sekolah yang disebabkan ketidakmampuan 
masyarakat dalam konteks pembiayaan. Namun pada realitasnya, subtansi 
dari pelaksanaan belum menyentuh pada wilayah anak-anak yang putus 
sekolah. Disini terlihat bahwa kebijakan pendidikan dan konsep pemerataan 
terlihat masih simpang siur dan ambiguitas, antara perencanaan dengan 
tujuan yang akan dicapai. dilihat dari pandangan DPRD Provinsi Komisi E, 
sebagaimana berikut. 
“Pendidikan gratis di Sulawesi Selatan masih dinilai kurang maksimal, 
pasalnya program pendidikan gratis tersebut belum menyentuh anak 
putus sekolah. sentuhan program tersebut hanya sebatas pada anak 
yang kurang mampu, menurut anggota DPRD Provinsi Sulawesi 
Selatan Komisi E Bidang Pendidkan, Bapak Andi 
Mustaman. (TribunTimur, 2010)” 
 
Dengan banyaknya permasalahan akan kebijakan pendidikan gratis di 
berbagai daerah maka dari itu setiap pimpinan daerah harus melakukan 
inovasi kebijakan dalam bidang pendidikan agar terjalin korelasi yang baik 
antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. 
Terkhusus di kota palopo permasalahan yang hadir berupa 
penyelewengan dana pendidikan, dan kurang terfokusnya objek dari 
kebijakan pendidikan gratis sebagai mana yang dimuat oleh kompas.com 
pada tanggal 20 november 2013. Untuk menjawab tantangan tersebut maka 
sebagai pemerintahan yang baru dalam melihat persoalan dibidang 
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pendidikan, pemerintah kota palopo telah berusaha mengeluarkan terobosan 
inovatif dalam hal pendidikan gratis. Adapun kebijakan yang dianggap 
inovatif oleh pemerintah setempat yaitu, ikut menggratiskan biaya 
pendidikaan tingkat SMA/SMK sederajat melalui program pendidikan gratis 
paripurna mulai tingkat SD hingga SMA/SMK se-Kota Palopo serta 
menyiapkan anggaran senilai Rp. 44,6 miliar untuk memuluskan program 
pendidikan gratis paripurna itu. Program ini dilaksanakan karena pemerintah 
daerah setempat menganggap bahwa pendidikan yang berada di Kota 
Palopo mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. 
Program pendidikan gratis paripurna yang diterapkan oleh pemrintah 
Kota Palopo merupakan program yang berperan dalam pembiayaan yang 
akan peserta didik bayarkan selama bersekolah. Oleh karena itu program ini 
berupa penggratisan biaya masuk, iuran komite serta peningkatan kualiatas 
sekolah dan guru. 
Akan tetapi dalam penerapan inovasi di dalam sebuah kebijakan 
publik tidak semata-mata penerapannya begitu saja, ada beberapa syarat 
yang perlu dipenuhi oleh pemerintah disaat menerapkan inovasi di dalam 
kebijakan sesuai dengan pendapat dari United Nations mengenai best 
practise yaitu antara lain : Dampak (Impact),Kemitraan (partnership), 
Keberlanjutan (sustainability), Kepemimpinan dan pemberdayaan 
masyarakat (leadership dan community empowerment) Kesetaraan Gender 
dan pengecualian sosial (gender equality dan social inclusion) Inovasi dalam 
konteks lokal dan dapat ditransfer (innovation within local content dan 
transferability). 
6 
 
Dengan adanya trobosan inovatif yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah kota Palopo dalam kebijakan pendidikan gratis dikota palopo dan 
dengan melihat teori yang ada mengenai penerapan inovasi maka hal inilah 
yang melatar belakangi penulis untuk meneliti bagaimana penerapan inovasi 
dalam program pendidikan gratis dengan mengambil judul “Inovasi 
Kebijakan Pendidikan Di Kota Palopo”. 
 
I.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan  di atas, maka 
penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian 
ini, yaitu : 
a. Bagaimana gambaran level inovasi dari kebijakan pendidikan yang 
dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo? 
b. Bagaimana gambaran jenis inovasi dari kebijakan pendidikan yang 
dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo? 
c. Bagaimana gambaran tipe inovasi dari kebijakan pendidikan yang 
dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo? 
 
I.3. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumya 
maka tujuan dari penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui 
gambaran akan level inovasi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah 
palopo. Selanjutnya penulis bertujuan untuk mengetahui jenis inovasi dari 
kebijakan tersebut serta untuk mengetahui tipe inovasi dari kebijakan yang 
dilaksanakan pemerintah kota Palopo. 
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I.4. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan tulisan ini dapat 
menjadi salah satu bahan acuan bagi pembaca untuk digunakan sebagai 
berikut: 
1. Akademis  
Secara kademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagi sutau 
karya ilmiah yang dpat menunjang perkembangan ilmu penegtahuan 
dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peniliti 
maupun pihak lain yang tetarik dalam bidang penelitian yang sama. 
2. Praktis  
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sabagi bahan masukan 
dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah Kota Palopo 
khususnya Dinas Pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas 
pendidikan dengan menggunakan penerapan sebuah inovasi dalam 
kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah daerah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1. Pengertian inovasi 
Konsep Inovasi sendiri sebenarnya juga merupakan istilah yang 
relatif baru apabila diukur dari perjalanan sejarah peradaban manusia. 
Istilah ini berasal dari bahasa latin innovare yang berarti berubah sesuatu 
yang menjadi baru. Istilah inovasi (innovation dan innovate) sendiri baru 
mulai dikenal dalam kosakata bahasa Inggris pada abad ke-16. Hanya 
saja pada masa itu, istilah inovasi lebih banyak diasosiasikan secara 
negatif sebagai troublemaker serta lebih identik dengan nuansa revolusi 
atau perubahan radikal yang membawa dampak yang sangat luar biasa, 
terutama terhadap kemapanan sosial politik serta dianggap mengancam 
struktur kekuasan. Sehingga rejim kekuasaan dan politik, serta otoritas 
keagamaan pada masa itu cenderung menolak segala hal yang berbau 
inovasi. Adapun istilah innovative sendiri mulai luas dipergunakan banyak 
orang sejak abad ke-17, atau sekitar 100 tahun kemudian. 
Barulah kemudian setelah sekitar 300 tahun kemudian, pengertian 
inovasi perlahan mengalami pergeseran makna menjadi lebih positif. 
Inovasi dipahami sebagai “creating of something new” atau penciptaan 
sesuatu yang baru. Istilah inovasi menemukan pengertian modernnya 
untuk pertama kali (Oxford English Dictionary edisi tahun 1939 dalam 
Yogi Suwarno, 2008) yaitu “the act of introducing anew product into 
market”. Dalam hal ini inovasi dipahami sebagai proses penciptaan 
produk (barang atau jasa) baru, pengenalan metode atau ide baru atau 
penciptaan perubahan atau perbaikan yang incremental. 
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Dalam terminologi Umum, Inovasi adalah suatu ide kreatif dimana 
diimplementasikan untuk menyelesaikan tekanan dari suatu masalah (UN 
dalam Sangkala, 2014:26), atau tindakan penerimaan dan 
pengimplementasian cara baru untuk mencapai suatu hasil dan atau 
pelaksanaan suatu pekerjaan.  
Dalam literatur modern, ada berbagai pengertian yang beragam 
dan perspektif yang mencoba memaknainya. Inovasi adalah kegiatan 
yang meliputi seluruh proses menciptakan dan menawarkan jasa atau 
barang baik yang sifatnya baru lebih baik atau lebih murah dibandingkan 
dengan yang tersedia sebelumnya. Pengertian ini menekankan 
pemahaman inovasi sebagai sebuah kegiatan (proses) penemuan 
(invention).  
Inovasi adalah ide baru, cara mengerjakan sesuatu yang telah 
diperkenalkan atau diteliti. (Oxford Advanced Learner’s Dictionary). 
Damanpour (dalam Suwarno 2008:9) dijelaskan bahwa sebuah inovasi 
dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang 
baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi 
anggota organisasi. 
Sementara itu, Menurut Rogers (dalam Suwarno 2008:9) , salah 
satu penulis buku inovasi terkemuka, menjelaskan bahwa an innovation is 
an idea, practice, or object that is perceived as new by individual or other 
unit of adopter. Jadi inovasi adalah sebuah ide, praktik, atau objek yang 
dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. 
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Pengertian dari Damanpour maupun Rogers ini menunjukkan 
bahwa inovasi dapat merupakan sesuatu yang berwujud (tangible) 
maupun sesuatu yang tidak berwujud (intangible). Sehingga dimensi dari 
inovasi sangatlah luas. Memaknai inovasi sebagai sesuai yang hanya 
identik dengan teknologi saja akan jadi menyempitkan konteks inovasi 
yang sebenarnya. 
Adapun pemikir lain yang mencoba memberikan limitasi dalam 
memahami inovasi adalah Schumpeter (Halvorsen, 2005: 8) yang 
membatasi pengertian inovasi yaitu : “restricted themselves to novel 
products and processes finding a commercial application in the private 
sector”. Dalam pembatasan ini Schumpeter menekankan 2 (dua) hal 
penting dari inovasi, yaitu: 
1. Sifat kebaruan (novelty) dari sebuah produk. Dengan kata lain 
inovasi hanya berhubungan dengan produk-produk yang bersifat 
baru. 
2. Bahwa inovasi berhubungan dengan proses pencarian aplikasi 
komersial di sektor bisnis. 
Penulis lain yaitu Albury (dalam Suwarno 2008:10) secara  
sederhana mendefinisikan inovasi sebagai new ideas that work. Ini berarti 
bahwa inovasi adalah berhubungan erat dengan ide-ide baru yang 
bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai 
manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak 
diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya. Selanjutnya Albury 
secara rinci menjelaskan bahwa : 
“successful innovation is the creation and implementation of new 
processes, products, services, and methods of delivery which result 
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in significant improvements in outcomes efficiency, effectiveness, or 
quality”. 
 
Ini menjelaskan bahwa ciri dari inovasi yang berhasil adalah 
adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, 
jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan 
perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektivitas maupun kualitas. 
Koch (dalam Sangkala, 2014:26) mengatakan bahwa Inovasi 
adalah persoalan penggunaan hasil pembelajaran yaitu penggunaan 
kompetensi anda sebagai dasar penemuan cara baru dalam melakukan 
sesuatu yang memperbaiki kualitas dan efisiensi layanan yang 
disediakan.  
Inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses 
produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana 
baru bagi anggota organisasi. (Organizational Innovation: A Meta Analysis 
of Effects of Determinants and Moderators, Fariborz Damanpour). 
Inovasi adalah realisasi ide yang unik/kreatif. Realisasi ini biasanya 
memerlukan solusi kreatif bagi masalah yang muncul dari sejak ide 
dimunculkan sampai menjadi sebuah produk. 
 
II.2. Innovative Governance 
II.2.1. Definisi Innovative Governance 
Bartos (dalam Sangkala, 2014:17) mendefinisikan inovasi yang 
tepat bagi sektor publik yaitu : 
 “ suatu perubahan dalam kebijakan atau praktek manajemen yang 
mengarah kepada perbaikan terbaru dalam level layanan atau 
kuantitas atau kualitas output oleh suatu organisasi”.  
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Dua pengertian terakhir (dari Schumpeter dan Albury) 
mengindikasikan serta menjelaskan bahwa sektor publik, baik dalam 
berbagai literatur, maupun pada tataran praktis ternyata jarang tersentuh 
dengan inovasi beserta segala atributnya. Sektor publik ternyata sangat 
miskin dengan khasanah dan literatur inovasi. Sebaliknya, sektor bisnis 
ternyata sangat kaya dengan budaya dan praktek inovasi. 
Terlepas dari perbedaan inovasi di sektor publik dengan sektor 
bisnis di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi tidak akan lepas dari: 
1. Pengetahuan baru 
Sebuah inovasi hadir sebagai sebuah pengetahuan baru bagi 
masyarakatdalam sebuah sistem sosial tertentu. Pengetahuan baru 
ini merupakan faktor penting penentu perubahan sosial yang terjadi 
dalam masyarakat. 
2. Cara baru 
Inovasi juga dapat berupa sebuah cara baru bagi individu atau 
sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab 
masalah tertentu. Cara baru ini merupakan pengganti cara lama yang 
sebelumnya berlaku. 
3. Objek baru 
Sebuah inovasi adalah objek baru bagi pengunanya, baik 
berbentuk fisik (berwujud/tangible), maupun yang tidak berwujud 
(intangible). 
4. Teknologi baru 
Inovasi sangat identik dengan kemajuan teknologi. Contoh 
inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi. Indikator kemajuan 
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dari sebuah produk teknologi yang inovatif biasanya dapat langsung 
dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk tersebut. 
5. Penemuan baru 
Hampir semua inovasi merupakan hasil penemuan baru. Sangat 
jarang ada kasus inovasi hadir sebagai sebuah kebetulan. Inovasi 
merupakan produkdari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja 
dengan kesadaran dan kesengajaan. 
Mulgan dan Albury (2003) di dalam United Kingdom Cabinet Office 
menyebutkan bahwa inovasi di dalam sektor publik ditemukan dalam 
berbagai situasi (dalam Sangkala, 2014:27) yaitu : 
- Mayoritas Inovasi adalah bersifat inkremental sifatnya, relatif perubahan 
yang kecil terhadap layanan atau proses yang ada.  
- Inovasi  yang terjadi kurang radikal, layanan baru dikembangkan atau 
secara fundamental melakukan cara baru dalam mengorganisir atau 
memberikan layanan. 
- Inovasi secara sistematis atau transformatif terjadi dari waktu-waktu dan 
didorong oleh munculnya teknologi baru dimana perubahan dalam 
berbagai sektor, munculnya struktur kerja yang baru, tipe organisasi dan 
perubahan di dalam keseluruhan kinerja. 
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II.2.2. Level Innovative Governance 
Level innovative governance dilihat dari sejauh mana pelaksanaan dari 
best practices menurut United Nations (dalam Sangkala, 2014:8) yang terdiri 
atas : 
1. Dampak (Impact), sebuah best practice harus menunjukkan sebuah 
dampak positif dan dapat dilihat (tangible) dalam meningkatkan 
kondisi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan 
tidak beruntung. 
2. Kemitraan (partnership), sebuah best practice harus didasarkan pada 
sebuah kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat, setidaknya 
melibatkan dua pihak. 
3. Keberlanjutan (sustainability), sebuah best practice harus membawa 
perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut : 
a. Legislasi, kerangka peraturan oleh hukum atau standar formal 
yang menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi; 
b. Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah yang 
memiliki potensi bagi adanya replikasi dimanapun;  
c. Kerangka Institusional dan proses pembuatan kebijakan yang 
memiliki kejelasan peran kebijakan dan tanggung jawab beragam 
tingkatan dan kelompok aktor seperti pemerintah pusat dan 
daerah, LSM, dan organisasi masyarakat. 
d. Efisien, transparan dan sistem manajemen yang akuntabel dapat 
membuat lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik 
dan keuangan. 
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4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (leadership dan 
community empowerment) yakni : 
a. Kepemimpinan yang menginspirasikan bagi adanya tindakan 
dan perubahan termasuk di dalamnya perubahan dalam 
kebijakan publik; 
b. Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas 
lainnya serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan 
oleh masyarakat tersebut. 
c. Penerimaan dan bertanggung jawab terhadap perbedaan 
sosial dan budaya. 
d. Kemungkinan bagi adanya transfer (transferability) 
pengembangan lebih lanjut dan replikasi. 
e. Tepat bagi kondisi lokal dan tingkatan pembangunan yang 
ada. 
5. Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial (gender equality dan 
social inclusion) yakni inisiatif haruslah dapat diterima dan 
merupakan respon terhadap perbedaan sosial dan budaya; 
mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial atas dasar 
pendapatan, jenis kelamin, usia dan kondisi fisik/mental serta 
mengakui dan memberikan nilai terhadap kemampuan yang 
berbeda. 
6. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (innovation within 
local content dan transferability). 
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II.2.3. Jenis-jenis Inovasi dalam sektor publik 
Halversen dkk (dalam Sangkala, 2014:20) membagi tiga tipe 
spektrum inovasi dalam sektor publik : 
1. Incremental innovation to radical innovation (ditandai oleh tingkat 
perubahan, perbaikan inkremental terhadap produk, proses layanan 
yang sudah ada.  
2. Top Down Innovation to bottom-up innovation (ditandai oleh mereka 
yang mengawali proses dan mengarah kepada perubahan perilaku 
dari top manajemen atau organisasi atau institusi di dalam hirarkhi, 
bermakna dari para pekerja di tingkat bawah seperti pegawai negeri, 
pelayanan masyarakat, dan pembuat kebijakan di level menengah).  
3. Needs led innovations and efficiency-led innovation (ditandai apakah 
inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik 
atau agar produk, layanan, atau prosedur yang sudah ada lebih 
efisien). 
kemudian tipe inovasi di sektor publik menurut Halvorsen adalah 
sebagai berikut : 
a. a new or improved service (pelayanan baru atau pelayanan 
yang diperbaiki), 
b. process innovation (inovasi proses),  
c. administrative innovation (inovasi administratif),  
d. system innovation (inovasi sistem), adalah sistem baru atau 
perubahan mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan 
organisasi baru atau bentuk baru kerjasama dan interaksi 
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e. conceptual innovation (inovasi konseptual), adalah perubahan 
dalam outlook 
f. radical change of rationality (perubahan radikal), yang 
dimaksud adalah pergeseran pandangan umum atau mental 
matriks dari pegawai instansi pemerintah 
Dalam kaitannya dengan manajemen sektor publik, inovasi berarti 
penggunaan metode dan strategi desain kebijakan baru serta standard 
operating system yang baru bagi sektor publik untuk meyelesaikan 
persoalan publik. Dengan demikian, menurut Adriana Alberti and Guido 
Bertucci (dalam UN, 2006) inovasi dalam governance maupun administrasi 
publik merupakan suatu jawaban kreatif, efektif dan unik untuk 
menyelesaikan persoalan-persoalan baru atau sebagai jawaban baru atas 
masalah-masalah lama. Kemudian membagi jenis inovasi kepada beberapa 
jenis anatara lain yaitu : 
a. Inovasi institutional, yang fokusnya adalah pembaruan lembaga yang 
telah berdiri atau pendirian institusi baru. Pembaharuan lembaga ini 
membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan 
satu lembaga disektor publik. Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif 
dan tidak memberikan kontribusi riil dalam penyelengaraan publik perlu 
dilakukan perombakan atau dihilangkan agar tidak membebani 
anggaran publik. 
b. Inovasi organisasional, termasuk introduksi prosedur pekerjaan atau 
teknik manajemen baru dalam administrasi publik. Upaya menemukan 
metode dan mekanisme dalam penyelenggaraan publik sangat 
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diperlukan, terutama metode-metode baru dalam aspek pengembangan 
kompetensi individu dan penerapan teknologi baru. 
c. Inovasi proses, fokusnya adalah pengembangan kualitas pemberian 
pelayanan publik. Proses pemberian layanan membutuhkan sentuhan-
sentuhan inovasi terutama dalam hal service delivery, efisiensi layanan 
dan kemudahan akses layanan. 
d. Inovasi konseptual, fokusnya adalah bentuk-bentuk baru governance 
(seperti: pembuatan kebijakan yang interaktif, keterlibatan governance, 
reformasi penganggaran berbasis masyarakat dan jaringan hoizontal). 
 
II.2.4. Dimensi Inovasi di Sektor Publik 
Sedangkan dimensi inovasi yang dikembangkan dalam sektor publik 
adalah terdiri dari : 
a. inovasi yang melibatkan perubahan karakteristik dan rancangan 
(desain) produk-produk jasa dan proses-proses produksi—termasuk 
pembangunan, penggunaan dan adaptasi teknologi yang relevan 
b. inovasi delivery—termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah 
dalam menelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi 
dengan klien untuk tujuan pemberian layanan khusus. 
c. inovasi administratif dan organisasional—termasuk cara-cara baru 
atau cara yang diubah dalam mengorganisasi kegiatan dalam 
organisasi supplier. 
d. inovasi konseptual—dalam pengertian memperkenalkan misi baru, 
pandangan, tujuan, strategi dan rationale baru. 
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e. inovasi interaksi sistem—cara-cara baru atau yang diubah dalam 
berinteraksi dengan organisasi lain. 
 
II.2.5. Faktor penghambat Inovasi 
Inovasi tidak terjadi secara mulus atau tanpa resistensi. Banyak 
dari kasus inovasi diantaranya justru terkendala oleh berbagai faktor. 
Biasanya budaya menjadi faktor penghambat terbesar dalam 
mempenetrasikan sebuah inovasi. 
Gambar II.1  
(Albury dalam suwarno,2008:54) 
Hambatan inovasi diidentifkasi ada delapan jenis. Salah satunya 
yang dimaksud dengan budaya risk aversion adalah budaya yang tidak 
menyukai resiko. Hal ini berkenaan dengan sifat inovasi yang memiliki 
segala resiko, termasuk resiko kegagalan. Sektor publik, khususnya 
pegawai cenderung enggan berhubungan dengan resiko, dan memilih 
untuk melaksanakan pekerjaan secara prosedural-administratif dengan 
resiko minimal. Selain itu, secara kelembagaan pun, karakter unit kerja di 
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sektor publik pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menangani 
resiko yang muncul akibat dari pekerjaanya. 
Hambatan lain adalah ketergantungan terhadap figur tertentu yang 
memiliki kinerja tingi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di 
sektor publik hanya menjadi follower. Ketika figur tersebut hilang, maka 
yang terjadi adalah stagnasi dan kemacetan kerja. 
Selain itu, hambatan anggaran yang periodenya terlalu pendek, 
serta hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi 
menjadi tidak fleksibel. Sejalan dengan itu juga, biasanya penghargaan 
atas karya-karya inovatif masih sangat sedikit. Sangat disayangkan hanya 
sedikit apresiasi yang layak atas prestasi pegawai atau unit yang 
berinovasi. 
Seringkali sektor publik dengan mudahnya mengadopsi dan 
menghadirkan perangkat teknologi yang canggih guna memenuhi 
kebutuhan pelaksanaan pekerjaannya. Namun di sisi lain muncul 
hambatan dari segi budaya dan penataan organisasi. Budaya organisasi 
ternyata belum siap untuk menerima sistem yang sebenarnya berfungsi 
memangkas pemborosan atau inefisiensi kerja. 
 
II.2.6. Tahapan Inovasi 
Proses inovasi bagi organisasi berbeda dengan proses yang 
terjadi secara individu. Sebagai sebuah organisasi, sektor publik dalam 
mengadopsi produk inovasi akan melalui tahapan sebagai berikut (Rogers 
2003. hal 420): 
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a. Initiation atau perintisan 
Tahapan perintisan terdiri atas fase agenda setting dan matching. 
Ini merupakan tahapan awal pengenalan situasi dan pemahaman 
permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Pada tahapan agenda 
setting ini dilakukan proses identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan 
dan masalah. 
Selanjutnya dilakukan pencarian dalam lingkungan organisasi 
untuk menentukan tempat di mana inovasi tersebut akan diaplikasikan. 
Tahapan ini seringkali memakan waktu yang sangat lama. Pada tahapan 
ini juga biasanya dikenali adanya performance gap atau kesenjangan 
kinerja. 
Kesenjangan inilah yang memicu proses pencarian novasi dalam 
organisasi. Fase selanjutnya adalah matching atau penyesuaian. Pada 
tahapan ini permasalahan telah teridentifikasi dan dilakukan penyesuaian 
atau penyetaraan dengan inovasi yang hendak diadopsi. Tahapan ini 
memastikan feasibilities atau kelayakan inovasi untuk diaplikasikan di 
organisasi tersebut. 
b. Implementation atau pelaksanaan 
Pada tahapan ini, perintisan telah menghasilkan keputusan 
untuk mencari dan menerima inovasi yang dianggap dapat 
menyelesaikan permasalahan organisasi. Tahapan implemenasi ini 
terdiri atas fase redefinisi, klarifikasi dan rutinisasi. Pada fase 
redefinisi, seluruh inovasi yang diadopsi mulai kehilangan karakter 
asingnya. Inovasi sudah melewati proses re-invention, sehingga lebih 
dekat dalam mengakomodasi kebutuhan organisasi pada fase ini, 
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baik inovasi maupun organisasi meredefinisi masing-masing dan 
mengalami proses perubahan untuk saling menyesuaikan. Pada 
umumnya terjadi paling tidak perubahan struktur organisasi dan 
kepemimpinan dalam organisasi tersebut. 
- Fase klarifikasi adalah terjadi ketika inovasi sudah digunakan 
secara meluas dalam organisasi dan mempengaruhi seluruh 
elemen organisasi dalam keseharian kerjanya. Fase klarifikasi ini 
membutuhkan waktu lama, karena mempengaruhi budaya 
organisasi secara keseluruhan, sehingga tidak sedikit yang 
kemudian justru gagal dalam pelaksanaannya. Proses adopsi 
yang terlalu cepat justru menjadi kontra produktif akibat resistensi 
yang berlebihan. 
- Fase rutinisasi adalah fase di mana inovasi sudah diangap 
sebagai bagian dari organisasi. Inovasi tidak lagi mencirikan 
sebuah produk baru atau cara baru, karena telah menjadi bagian 
rutin penyelenggaraan organisasi. 
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa introduksi 
inovative governance memberikan hasil positif bagi peningkatan kinerja 
sektor, seperti pertama dapat membantu memaksimalkan penggunaan 
sumber daya dan kapasitas bagi peningkatan nilai-nilai publik untuk 
mendorong kultur yang terbuka dan partisipatif dalam pemerintahan, 
selanjutnya secara umum dapat mengembangkan tata pemerintahan 
yang baik. Kedua, bagi peningkatan image dan layanan disektor publik, 
inovasi dapat membantu pemerintah dalam memperoleh kepercayaan 
dan memperbaiki legitimasi dari masyarakat. Ketiga, inovasi di 
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governance dapat meningkatkan kepercayaan diri pegawai negeri yang 
bekerja disektor publik sebagai pendorong pengembangan secara 
kontinyu. Inovasi dapat melahirkan kapasitas inspirasional yang dapat 
membangun sense of inspirasi di antara pegawai pemerintah. Keempat, 
walaupun inovasi terbatas pada intervensi governance atau inisiatif mikro, 
mereka dapat menghasilkan efek domino, kesuksesan inovasi pada suatu 
sektor dapat membuka pintu bagi inovasi di tempat lain. Kelima, inovasi 
dapat menghasilkan kesempatan untuk inovasi berkelanjutan, semua 
mendorong lingkungan yang menguntungkan bagi perubahan yang 
positif. Inovasi dapat mendorong terbangunnya blok baru kelembagaan 
dan perubahan hubungan antara tingkat pemerintah dan dalam 
departemen pemerintahan.(Adriana Alberti and Guido Bertucci, dalam 
UN, 2006). 
 
II.2.7. Inovasi dan Kebijakan 
Dalam sektor publik, inovasi dan kebijakan merupakan dua istilah 
yang saling melengkapi satu sama lain. Inovasi hadir sebagai sebuah 
produk yang baru dan sifatnya yang menggantikan cara yang lama. 
Demikian pula sifat dari kebijakan yang hadir untuk mengganti kebijakan 
yang lama. Ini artinya bahwa setiap kebijakan, secara isi (konten) pada 
prinsipnya harus memuat inovasi baru. Kebijakan yang tidak memuat 
sesuatu yang baru atau menggantikan yang lama hanya akan menjadi 
kebijakan yang tidak fungsional. Dalam pembauran frasa inovasi dengan 
kebijakan, dikenal tiga jenis interaksi inovasi dengan kebijakan 
(Suwarno:2008) yaitu :  
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a. Policy innovation: new policy direction and initiatives(inovasi kebijakan)  
Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah 
kebijakan baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang 
dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru. Secara 
khusus inovasi kebijakan menurut Walker (Tyran & Sausgruber, 2003: 
4), “policy innovation is a policy which is new to the states adopting it, 
no matter how old the program may be or how many other states may 
have adopted it”. Jadi yang dimaksud dengan inovasi kebijakan 
menurut Walker adalah sebuah kebijakan yang baru bagi negara yang 
mengadopsinya, tanpa Inovasi di Sektor Publik melihat seberapa 
usang programnya atau seberapa banyak negara lain yang telah 
mengadopsi sebelumnya.  
b. Innovations in the policy-making process (inovasi dalam proses 
pembuatan kebijakan) Pada peranan ini, maka fokusnya adalah pada 
inovasi yang mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan 
kebijakan. Oleh karena itu inovasi yang muncul adalah bagaimana 
mengintegrasikan mekanisme partisipasi warga dalam proses 
perumusan kebijakan.  
c. Policy to foster innovation and its diffusion Kebijakan yang dimaksud 
adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong dan 
mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di berbagai sektor. 
Berkenaan dengan itu Berry & Berry (dalam Suwarno  
2008:23) menjelaskan bahwa penyebaran inovasi kebijakan terjadi dengan 
merujuk pada dua determinan penting, yaitu internal determinant, dan 
regional difusion. Yang dimaksud dengan internal determinant atau penentu 
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internal adalah karakteristik sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara 
menentukan keinovativan sebuah negara. Sedangkan regional diffusion atau 
difusi regional adalah kemungkinan sebuah negara mengadopsi kebijakan 
tertentu lebih tinggi jika negara-negara tetangganya telah mengadopsi 
kebijakan tersebut Inovasi Kebijakan dan Pelayanan Publik . Sebuah ilustrasi 
dari internal determinan yang menyebabkan terjadinya inovasi kebijakan 
adalah perubahan sosial ekonomi dalam negeri, demonstrasi publik, 
instabilitas politik yang memaksa terjadi perubahan kebijakan mendasar 
yang berkenaan dengan kepentingan publik. Regional diffusion terjadi ketika 
negara tetangga atau negara lain menerapkan kebijakan tertentu yang ditiru 
oleh kita.  
 
 
 
 
 
 
Gambar II.2. 
(Suwarno, 2008:63) 
Dengan demikian, inovasi kebijakan dapat terjadi karena salah 
satu dari dua faktor tersebut, atau mungkin juga terjadi karena dua faktor 
tersebut. Namun demikian pada banyak kasus, inovasi kebijakan 
didorong oleh kedua faktor internal dan ekstersnal tersebut diatas. 
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 Adapun Toddy A steelman (2010) mengemukakan pendapat 
mengenai inovasi dan kebijakan di dalam pengimplementasiannya harus 
memenuhi beberapa faktor antara lain yaitu : 
1. Individual 
a. Motivasi adalah dorongan dari individu-individu yang 
merasa kurang puas dengan merancang solusi alternatif. 
b. Norma dan keharmonisan adalah kerja para aktor utuk 
predisposisi terhadap perubahan untuk melestarikan noma-
norma sosial dan keharmonisan. 
c. Kesesuaian antara nilai dominan dalam sebuah 
pemerintahaan dengan yang lebih rendah akan mempengaruhi 
dukungan individu untuk inovasi yang diberikan. 
2. Struktur  
a. Aturan dan komunikasi adalah sebuah aturan atau 
kebijakan yang kemudian di sosialisasikan untuk menerima 
dukungan kepatuhan 
b. Insentif adalah pemerintah memeberikan bantuan sumber 
daya untuk mendukung inovasi yang dilakukan. 
c. Pembukaan adalah strutur politik yaang terbangun 
memungkinkan masyarakat minoritas memiliki kesempatan 
untuk mendorong perubahan. 
d. Penolakan adalah terjadi inersia dalam lembaga yang ada 
menciptakan resistensi untuk praktek baru. Upaya yang 
dilakukan mungkin terhalang oleh dinamika kekuasaan dan 
kepentingan yang lebih besar. 
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2. Budaya 
a. Kejutan adalah pemberian hal yang baru untuk 
mendapatkan kesempatan alternatif tindakan. 
b. Pengelompokan adalah mengkondisikan persepsi 
masyarakat bahwa meraka dirugikan dan harus bertindaak 
secara kolektif untuk memperbaiki situasi. 
c. Pengakuan dari masyarakat akan sebuah inovasi 
 
II.3. Kerangka konsep 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melihat gambaran 
akan level inovasi, jenis inovasi dan tipe inovasi. Untuk melihat level 
inovasi penulis menggunakan teori dari UN mengenai best practise. 
Sedangkan untuk melihat jenis dan tipe inovasi penulis menggunakan 
teori dari Halvorsen dkk. Maka dari itu penulis merumuskan kerangka 
konsep sebagai dasar dalam penelitian ini. Sehingga dapatlah disusun 
kerangka konseptual sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam gambar di atas terlihat ada hal yang harus dipenuhi untuk 
menerapkan sebuah inovasi dalam kebijakan publik. Tapi dalam 
Level inovasi 
Kualitas  
Pelayanan 
Jenis inovasi 
Inovasi  
kebijakan 
Tipe inovasi 
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penjelasannya, level inovasi kebijakan menurut UN dibagi menjadi 6 poin 
yaitu dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan dan 
pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender dan pengecualian sosial 
serta inovasi dalam kontes lokal dan dapat ditransfer. Adapun pembagian 
bentuk inovasi yaitu incremental innovation to radical innovation, top down 
innovation to bottom-up innovation, needs led innovations and efficiency-
led innovation. Sedangkan untuk tipe inovasi yaitu pelayanan baru atau 
pelayanan yang diperbaiki, inovasi proses, inovasi administratif, inovasi 
sistem, inovasi konseptual, dan perubahan radikal. 
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BAB III 
Metode Penelitian 
III.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Artinya bahwa 
penilitian ini menggunakan wawancara, dokumen pribadi, catatan laporan, 
observasi langsung ke lapangan dan analisis dari bahan – bahan tertulis 
sebagai sumber data utama. 
Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut 
pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data 
dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang 
di tempat penelitian (McMillan & Schumacher, 2003). Penelitian kualitatif 
juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya 
tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya ( 
Strauss & Corbin, 2003). Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari 
penelitian kualitatif memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu 
penghitungan. 
Sementara itu, menurut (Sugiono, 2009:15), metode penelitian 
kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah 
(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 
instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara 
purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
trianggulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil 
penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. 
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III.2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo karena pemerintah daerah 
Kota Palopo telah menerapkan sebuah kebijakan yang inovatif di bidang 
pendidikan, terkhusus pada  Dinas Pendidikan di kota Palopo yang merupakan 
perwakilan dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sebuah 
kebijakan mengenai pendidikan sesuai dengan PERDA no. 3 tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo. 
III.3. Informan Kunci 
Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang 
dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk 
memperoleh data secara reprensentatif, maka diperlukan informan kunci yang 
memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. 
Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Walikota Palopo 
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo 
3. Kepala bidang pelaksana pada dinas pendidikan kota palopo 
4. DPRD komisi bidang pendidikan Kota Palopo 
 
III.4. Tipe dan Dasar Penelitian.  
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif (penggambaran) yaitu suatu penelitian yang 
mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat ini. Di dalam-nya terdapat 
upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan 
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menginterpretasikan kondisi – kondisi yang sekarang ini terjadi atau 
ada. Jadi perhatian ini bertujuan untuk memperoleh informasi – 
informasi mengenai keadaan saat ini. Penelitian ini tidak menguji 
hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya 
secara objektif (Harbani Pasolong, 2005:41-42).  
2. Dasar Penelitian 
Dasar penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi 
kasus. Menurut Harbani Pasolong (2005:40), studi kasus  adalah 
penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif 
dan mendetail. Objek yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan unit yang 
dipandang sebagai kasus. Penelitian studi kasus sangat mendalam 
mencakup segala aspek yang ada pada kasus tersebut, kesimpulannya 
berlaku terbatas pada kasus yang menjadi objek penelitian. 
 
III.5.  Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer 
Menurut Sugiyono (2012:156) sumber primer adalah sumber data 
yang langsung memeberikan data kepada pengumpul data. 
Dalam penelitian ini data primer  yang diperoleh dari sumber data 
yaitu bersal dari informan-informan yang terlibat langsung sebagai 
pelaksana program tersebut. 
2. Data Sekunder 
Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 
memeberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 
atau lewat dokumen (Sugiyono,2012:156). 
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Data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang dapat 
dicari sumber-sumber bacaan baik berupa dokumen, laporan, jurnal, 
ataupun buku yang berkaitan dengan penerapan inovasi. 
 
III.6. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan suatu pernyataan dalam bentuk yang 
khusus dan merupakan kriteria yang bisa diuji secara empiris. Fokus 
penelitian dapat mengukur, menghitung atau mengumpulkan informasi 
melalui logika empiris. Untuk memperjelas konsep-konsep penting yang 
digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan fokus penelitian 
sebagai berikut: 
1. Level Inovasi : Dampak (impact), Kemitraan (partnership), 
Keberlanjutan (sustainability), Kepemimpinan dan pemberdayaan 
masyarakat, Kesetaraan gender dan pengecualian sosial, Inovasi 
dalam konteks lokal dan dapat ditransfer. Akan tetapi pada indikator 
dampak belum dapat dilihat dikarenakan prograam ini baru berjalan 
selama satu tahun dan masih tergolong baru dalam hal penerapaan 
sebuah kebijakan. 
2. Jenis inovasi : incremental innovation to radical innovation, top down 
innovation to bottom-up innovation, needs led innovations and 
efficiency-led innovation 
3. Tipe inovasi : pelayanan baru atau pelayanan yang diperbaiki, inovasi 
proses, inovasi administratif, inovasi sistem, inovasi konseptual, dan 
perubahan radikal. 
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III.7. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 
1. Observasi 
Menurut Young dan Schmidt (1973)  dalam Harbani Pasolong 
(2005:94), observasi adalah sebagai pengamatan sistematis 
berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang 
nampak. Perhatian yang dimaksud adalah harus diberikan pada unit-
unit kegiatan yang lebih luas atau lebih besar pada fenomena-
fenomena khusus yang diamati. Dalam pengamatan ini, peneliti 
mengamati, merekam atau mencatat fenomena atau aktifitas yang 
sehubungan dengan penerapan inovasi dalam kebijakan publik 
terkhusus program pendidikan gratis. 
2. Wawancara 
Sugiyono (2012:157), mengemukakan bahwa wawancara digunakan 
sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 
studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 
diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 
responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 
sedikit/kecil. Teknik penugmpulan data ini mendasarkan diri pada 
laporan tentang sendiri atau self-report, atau setidknya pada 
pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. 
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Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012:157), mengemukakan 
bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam 
menggunakan metode interview adalah sebagai berikut: 
a) Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu 
tentang dirinya sendiri 
b) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti 
adalah benar dan dapat dipercaya 
c) Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa 
yang dimaksudkan oleh peneliti. 
Dalam metode penelitian ini, peneliti melakukan wawancara 
dengan beberapa orang yang dianggap penting (stakeholder) dari 
Pemerintah Kota Palopo, Dinas Pendidikan Kota Polopo. 
3. Mengumpulkan dokumen-dokumen 
Teknik dokumentasi untuk  mengumpulkan data dan informasi 
penunjang melalui berbagai dokumen berupa peraturan-peraturan, 
jurnal-jurnal, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
 
III.8. Teknik Analisis Data 
Secara umum Miles dan Huberrman dalam Rivdia Lisa, dkk.(2010:3) 
pembuatan gambaran seperti pada gambar berikut. Dan beranggapan 
bahwa analisis terdiri dan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan 
yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. 
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Gambar III.1. 
Komponen-komponen Analisis Dat; Model Alir 
1. Reduksi data  
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 
muncul dari càtatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, 
reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi 
kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar 
terkimpul, antisipasi ákan adanya reduksi data sudah tampak waktu 
penelitinya memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka 
konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekátan 
pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data 
berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, 
mengkode, menelusur tema, rnembuat gugus-gugus, membuat partisi, 
menulis memo). Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah 
penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.  
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2. Penyajian Data 
Alur  penting yang kedua dan kegiatan analisis adalah penyajian data. 
Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan 
informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian 
kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 
dilakukan lebih jauh mengailalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan 
atas pemahaman yang didapat dan penyajian-penyajian tersebut.  
3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi 
Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 
verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif 
mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan. penjelasan, 
konfigurasi-koritigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. 
Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan 
data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan 
lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang 
digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana, tetapi 
seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun 
seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif”. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
IV.1. Gambaran Umum Objek Penelitian  
IV.1.1 Letak Wilayah  
Kota Palopo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 
Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada 02°53'15" - 
03°04'08" LS dan 120°03'10" - 120°14'34" BT dengan batas administratif sebagai 
berikut: 
Utara Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu 
Selatan Teluk Bone 
Barat 
Kecamatan Walenrang dan Kecamatan Bassesang Tempe Kabupaten 
Luwu 
Timur Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu 
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IV.1.2.  Profil Pemerintah Kota Palopo 
IV.1.2.1. Dasar Hukum Pembentukan Kota Palopo 
Kota Palopo adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. 
Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan 
bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 
2002 sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. 
Pada awal berdirinya sebagai Kota Otonom, Palopo terdiri atas 4 
Kecamatan dan 20 Kelurahan. Kemudian, pada tanggal 28 April 2005, 
berdasarkan Perda Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, dilaksanakan 
pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan menjadi 9 Kecamatan dan 48 
Kelurahan. 
Kota Palopo ini dulunya bernama Ware yang dikenal dalam Epik La 
Galigo. Nama "Palopo" ini diperkirakan mulai digunakan sejak tahun 1604, 
bersamaan dengan pembangunan masjid Jami' Tua. Kata "Palopo" ini diambil 
dari dua kata bahasa Bugis-Luwu. Artinya yang pertama adalah penganan ketan 
dan air gula merah dicampur. Arti yang kedua dari kata Palo'po adalah 
memasukkan pasak ke dalam tiang bangunan. Dua kata ini ada hubungannya 
dengan pembangunan dan penggunaan resmi masjid Jami' Tua yang dibangun 
pada tahun 1604. 
Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotif) Palopo, merupakan 
ibu kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung 
reformasi bergulir dan melahirkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 129 
Tahun 2000, telah membuka peluang bagi kota administratif di seluruh Indonesia 
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yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya 
menjadi sebuah daerah otonom. 
Ide peningkatan status Kotif Palopo menjadi daerah otonom bergulir 
melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, 
yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotif 
Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan 
penguat seperti: 
 Surat Bupati Luwu nomor 135/09/TAPEM tanggal 9 Januari 2001 tentang 
Usul Peningkatan Status Kotif Palopo menjadi Kota Palopo; 
 Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Nomor 55 Tahun 2000 tanggal 7 
September 2000 tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotip 
Palopo menjadi Kota Otonomi; 
 Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan nomor 135/922/OTODA tanggal 
30 Maret 2001 tentang Usul Pembentukan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo; 
 Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan nomor 41/III/2001 tanggal 29 
Maret 2001 tentang Persetujuan Pembentukan Kotif Palopo menjadi Kota 
Palopo; 
 Hasil Seminar Kota Administratif Palopo Menjadi Kota Palopo; 
 Surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi 
Pemuda, Organisasi Wanita, dan Organisasi Profesi; 
 Disertai dengan Aksi Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotif 
Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota. 
 
40 
 
Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau 
kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah, dan letak 
geografis Kotif Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai 
pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang 
meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja, dan Kabupaten Wajoserta 
didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotif Palopo kemudian 
ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo. 
Tanggal 2 Juli 2002 merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan 
pembangunan Kota Palopo, dengan ditandatanganinya prasasti pengakuan atas 
daerah otonom Kota Palopo oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, 
yang akhirnya menjadi sebuah daerah otonom, dengan bentuk dan model 
pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya 
yakni Kabupaten Luwu.  
IV.1.2.2. Visi Misi Kota Palopo tahun 2013-2018 
Visi Kota Palopo yaitu terwujudnya Palopo sebagai Kota Pendidikan, 
Jasa, Niaga dan Agro Industri yang Berwawasan Agama, Budaya, dan 
Lingkungan yang Terkemuka di Indonesia. 
Misi Kota Palopo yaitu : 
a. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan 
demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum 
b. Mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan 
masyarakat di berbagai sektor 
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c. Mendorong ketersediaan kebutuhan pokok manusia khususnya sandang 
dan pangan bagi masyarakat Kota Palopo 
d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan 
formal dan non formal 
e. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan 
f. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan mendorong seara sungguh-
sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat, utamanya di bidang 
perkoperasian/syariah, industri rumah tangga, usaha kecil, mikro dan 
menengah, lembaga keuangan dan jasa, serta mengembangkan 
pariwisata dan budaya yang didukung dengan infrastruktur yang memadai 
g. Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayana yang mudah, 
cepat dan efektif, serta kepastian berusaha dan mendorong terciptanya 
lapangan pekerjaan 
h. Penataan kawasan perkotaan yang berwawasan lingkungan 
i. Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di dalam otonomi 
daerah serta mendorong berkembangnya kehidupan beragama yang 
rukun, guna mewujudkan ketertiban dan keamanan demi terciptanya 
kehidupan masyarakat yang harmonis. 
IV.1.2.3 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Palopo 
Organisasi pemerintah daerah merupakan wadah bagi pelaksanaan 
fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah 
dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar 
pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, memberikan kewenangan kepada 
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Pemerintah Daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyusun dan 
menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan. 
Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan 
pola organisasinya, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang 
luas dari pelaku pemerintahan di dalam merumuskan, merencanakan dan 
mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Daerah ke dalam pola organisasi 
pemerintah daerah. 
Struktur organisasi kelembagaan Pemerintah Kota Palopo telah di 
perdakan, sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi 
dan tata kerja dinas daerah serta Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang 
pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dewan 
perwakilan rakyat daerah kota palopo, yang terdiri dari 2 (dua) sekretariat, 16 
(enam belas) dinas, 15 (Lima Belas) Lembaga Teknis Daerah, 2 (dua) Lembaga 
Pelaksana Peraturan Perundang-Undangan, 9 (sembilan) Kecamatan dan 48 
(empat puluh delapan) Kelurahan. 
1) Sekretariat Daerah 
Sekretariat Daerah adalah unsur staf pemerintah kota yang dipimpin oleh 
seorang sekretaris daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Walikota. Tugas pokok Sekreatariat Daerah adalah membantu Walikota dalam 
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. 
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah 
adalah: 
a. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah; 
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah; 
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c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
pemerintahan daerah; 
d. Melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya. 
Susunan organisasi sekreatariat Daerah sebagai berikut : 
a. Sekretaris Daerah 
b. Asisten Pemerintahan 
c. Asisten  Perekonomian dan Pembangunan 
d. Asisten Administrasi Umum dan Keuangan  
2) Sekretariat DPRD 
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang 
dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
Untuk menjalankan tugasnya, Sekretariat Dewan mempunyai fungsi : 
a. Menyelenggarakan administrasi kesekratariatan DPRD 
b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD 
c. Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD 
d. Menyediakan dan melaksanakan pengkoordinasian tenaga ahli yang 
diperlukan oleh DPRD 
Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas : 
a. Sekretaris Dewan 
b. Bagian Persidangan 
c. Bagian Perundang-Undangan 
d. Bagian Keuangan 
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e. Bagian Umum 
f. Kelompok jabatan fungsional 
 
3)  Dinas-Dinas Daerah 
Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin 
oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini melaksanakan urusan 
Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 
Dinas-dinas di lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagai berikut: 
1) Dinas Pendidikan 
2) Dinas Pemuda dan Olahraga 
3) Dinas Kesehatan 
4) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
5) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 
6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
8) Dinas Pekerjaan Umum Daerah 
9) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan 
10) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 
11) Dinas Pertanian dan Peternakan 
12) Dinas Tata ruang dan Cipta Karya 
13) Dinas Kelautan dan Perikanan 
14) Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
15) Dinas Pertambangan dan energi  
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16) Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset Daerah 
4) Lembaga Teknis Daerah 
Lembaga teknis daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota 
yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut : 
1) Inspektorat Daerah 
2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas 
3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana 
4) Badan Lingkungan Hidup 
5) Badan Penanaman Modal 
6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
7) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 
8) Badan Kepegawaian Daerah 
9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
10) Satuan Polisi Pamong Praja 
11) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 
12) Kantor pemadam kebakaran 
13) Kantor Pelayanan pelayanan terpadu 
14) Rumah Sakit Umum Daerah. 
15) PDAM 
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IV.1.3.  Deskripsi Dinas Pendidikan Kota Palopo 
 Sesuai dengan peraturan daerah kota palopo no. 3 tahun 2008 tentang 
pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah maka terbentuklah 
perangkat daerah dalam Dinas Pendidikan daerah kota Palopo. Adapun visi dan 
misi dinas pendidikan kota Palopo yaitu : 
Visi dinas pendidikan kota Palopo : “Menjadikan Kota Palopo Sebagai Tujuan 
Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berwawasan Agama, Budaya Dan Lingkungan 
Yang Terkemuka Di Indonesia.” 
Misi : 
a. Mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikanyang 
berkualitas bagi seluruh warga masyarakat 
b. Memberdayaan lembaga pendidikan sebagai pusat pengembangan 
sumber daya manusia 
c. Menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas pada semua jenjang 
dan jenis satuan pendidikan serta menjalankan prinsip pendidikan  
berdasarkan prinsip otonomi melalui pendidikan gratis paripurna 
d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan yang 
mendukung peningkatan mutu pendidikan menyelenggarakan pelayanan 
administrasi umum 
e. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan. 
Dinas pendidikan kota Palopo memiliki tugas pokok dan fungsi 
sebagaimana terkandung dalam PERDA no 3 tahun 2008 yaitu, dinas pendidikan 
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang menjadi tanggung 
47 
 
jawab dan kewenangannya. Untuk penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud 
maka dinas pendidikan kota palopo mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
dibidang pendidikan. 
 
IV.2 Hasil Penelitian 
Acuan dasar Pemerintah Kota Palopo dalam pengelolaan dan 
penyelenggaraan pendidikan telah diatur di dalam Peraturan daerah No 2 Tahun 
2013. Kebijakan teknis pelaksanaan Perda No 2 tahun 2013 ini diteruskan oleh 
surat keputusan Walikota no 149/I/2014 mengenai pengelolaan pendidikan di 
kota Palopo.  Setelah mengalami pergantian Walikota untuk periode 2013-2018 
salah satu visi kota Palopo yakni menjadi salah satu kota tujuan pendidikan 
semakin diupayakan realisasinya dimana Pemerintah Kota telah melakukan 
beberapa kebijakan yang inovatif, salah satunya adalah program pendidikan 
gratis paripurna.  
Program pendidikan gratis paripurna yaitu program di dalam bidang 
pendidikan yang berfokus pada biaya pendidikan yang harus ditanggung selama 
bersekolah, program ini menggratiskan biaya masuk sekolah, biaya iuran komite, 
serta peningkatan kualitas sekolah. Peningkatan kualitas yang dimaksud adalah 
sarana dan prasana yang memadai disetiap sekolah serta sumber daya guru 
yang memadai pula, sehingga terjadi kesetaraan di semua sekolah yang ada. 
Konsekuensi dari pengimplementasian program pendidikan gratis Paripurna 
terhadap sektor pendidikan yakni pembebasan segala pungutan mulai dari 
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sekolah dasar (SD) sampai sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Hal ini 
dipertegas oleh Walikota Kota Palopo yang menyatakan bahwa: 
 “Tidak ada mi alasan masyarakat di kota Palopo tidak kasih sekolah 
anaknya karena mulai SD sampai SMA itu sudah digratiskan. Pemerintah 
kota sudah panggil semua kepala sekolah untuk paparkan berapa semua 
biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini dan semua biaya 
tersebut akan dibebankan sama pemerintah daerah ”. 
  
IV.2.1 Level Inovasi 
Level inovasi adalah sebuah indikator yang digunakan untuk melihat 
sejauh mana kualitas pelayanan dalam penerapan inovasi kebijakan yang 
diterapkan.  
IV.2.1.1 Dampak (Impact) 
Level inovasi yang dimaksud dalam aspek dampak yaitu sejauh mana 
program tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap sejumlah pihak. 
Untuk dampak dari program yang dilakukan pemerintah Kota Palopo belum 
dapat dilihat dampak yang terjadi dikarenakan program ini baru berlangsung 
selama satu tahun. Dn di karenakan waktu yang sempit maka penulis tidak 
melakuan penelitian pada poin dampak dari kebijakan tersebut. 
IV.2.1.2 Kemitraan (partnerhip) 
 Kemitraan bermakna sejauhmana kerjasama dan keterlibatan berbagai 
pemangku kepentingan (stakeholders) dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi program yang dikembangkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam 
tulisan “Good Governance dalam Rangka Optimalisasi Fungsi & Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah” (Jusuf Anwar dan Indra P tahun 2006) manyatakan 
bahwa pemerintah dalam menjalankan urusan publik harus melibatkan tiga 
elemen dasar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.  
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 Pada kebijakan yang dilakukan pemerintah kota Palopo pada bidang 
pendidikan melibatkan beberapa elemen antara lain, pada tahapan perumusan 
kebijakan pemerintah Kota Palopo bekerjasama dengan sektor publik lainnya 
dalam hal ini sekolah yang di wakilkan oleh kepala sekolah akan tetapi dalam 
perumusan yang dilakukan di tingkat sekolah, pihak sekolah melibatkan pihak 
komite sekolah dalam hal ini orang tua murid. Hal ini digambarkan melalui proses 
perumusan dari progam ini sebagaimana yang jelaskan oleh Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Palopo bahwa : 
 “program pendidikan gratis paripurna ditetapkan setelah semua kepala 
sekolah dipanggil untuk paparkan berapa kebutuhan tiap sekolah yang 
diperlukan untuk menggratiskan biaya sekolah mulai dari biaya masuknya 
sampai iuran komite” 
 
 Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dalam 
kemitraan dalam urusan publik pemerintah daerah Kota palopo melibatkan sektor 
publik lainnya dalam proses perumusan yaitu sekolah yang berada di Kota 
Palopo. Sesuai yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo 
dalam perencenaan pembuatan program pihak sekolah diundang untuk 
membantu perencanaan anggaran yang dibutuhkan demi terlaksananya program 
tersebut. Sedangkan keterlibatan pihak orang tua murid cuma sampai pada 
tahapan perumusan ditingkat sekolah. Hal ini dapat kita lihat dari hasil 
wawancara penulis dengan salah satu kepala sekolah yang ada di kota Palopo 
yaitu : 
“sebelum menghadap pada rapat yang dibuat pemerintah, kami pihak 
sekolah sudah berkordinasi dengan pihak komite untuk merumuskan 
jumlah anggaran yang akan dibutuhkan” 
 
Dapat dilihat dari hasil wawancara tersebut bahwa masyarakat ikut 
dilibatkan dalam perumusan kebijakan akan tetapi keterlibatannya cuma sampai 
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pada tingkat sekolah saja. Pihak sekolah melibatkan orang tua murid untuk ikut 
merumuskan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh sekolah untuk 
menggratiskan peserta didik yang ada. 
 
IV.2.1.3 Keberlanjutan (sustainability) 
 Makna keberlanjutan dalam konteks program pendidikan gratis paripurna 
di kota palopo yakni adanya dukungan berbagai elemen terkait. Elemen terkait 
yang dimaksud adalah dukungan pemerintah daerah, dukungan dari unsur 
masyarakat, dukungan legislatif, serta didukungan sumberdaya yang baik. 
Permasalahan keberlanjutan sebuah program kebijakan tergantung dari 
apakah ada aturan baku yang tertulis untuk menunjukkan komitmen dalam 
pelaksanaan sebuah program. Hal ini dapat dilihat dari aturan yang berwujud 
peraturan walikota maupun peraturan daerah yang telah dibuat untuk menjaga 
program kebijakan terus berlanjut. Salah satu wujud dukungan walikota palopo 
dalam bidang pendidikan sebagamana tercantum pada visi kota palopo yaitu 
Kota Palopo sebagai kota tujuan pendidikan. Kebijakan mengenai pendidikan 
telah diatur pada Peraturan daerah No 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan. Hal inilah yang menjadi landasan untuk 
melaksanakan pembuatan peraturan daerah No 13 tahun 2013 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka menengah Kota Palopo tahun 2013-2018.  
Dalam RPJMD Kota Palopo tahun 2013-2018 diatur mengenai program 
pendidikan gratis paripurna, Sesuai dengan ungkapan salah satu anggota DPRD 
Komisi I bidang pendidikan Kota Palopo bahwa : 
“pada periode Walikota Yang baru ini mau diterapkan pendidikan gratis 
paripurna. Kami anggota DPRD secara keseluruhan mendukung 
kebijakan ini sesuai dengan RPJMD yang telah disepakati” 
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Hal ini tercantum pada RPJMD Kota Palopo, inilah yang menjadi titik 
acuan pemerintah daerah dalam pembuatan Kebijakan teknis pelaksanaan 
Perda No 13 tahun 2013 dalam hal ini poin yang menjelaskan kebijakan 
pendidikan yang akan diterapkan, kemudian pemerintah Kota Palopo merasa 
harus meneruskan peraturan daerah tersebut dalam peraturan walikota yaitu 
surat keputusan Walikota no 149/I/2014 mengenai pengelolaan pendidikan di 
kota Palopo. Surat keputusan ini membahas permasalahan anggaran total 
pendidikan, yang di maksud adalah dana tiap satuan pendidikan, pengelolaan 
dan mendapatkan dana pendidikan yang akan digunakan. 
Dengan adanya kebijakan dalam hal ini PERDA dan surat keputusan 
walikota, diharapkan dapat membantu terlaksananya program pendidikn gratis 
paripurna. Sehingga semua elemen yang terkait dalam hal ini orang tua murid, 
pihak sekolah, pengawas sekolah dan dewan pendidikan kota palopo dapat 
bekerjasama untuk mewujudkan program ini. Hal inilah yang membuat progam 
kebijakan dari sebuah pemerintah daerah dapat berlanjut secara jangka panjang. 
 
IV.2.1.4 Kepemimpinan dan Pemberdayaan Masyarakat 
 Kepemimpinan dalam program pendidikan gratis paripurna di kota Palopo 
bermakna kemampuan para pengambil kebijakan dalam mengerahkan dan 
mengelola sumberdaya, elemen pendukung, serta instrument yang dimilikinya 
untuk mencapai tujuan program yang dicanangkan serta tidak terlepas dari 
aspek teknis yang digunakan dalam pengorganisasian dan realisasi tindakannya. 
Sedangkan pemberdayaan masyarkat yaitu sejauh mana keterlibatan masyrakat 
dalam proses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi program kebijakan publik 
yang dilaksanakan. 
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 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam aspek 
kepemimpinan ternyata pimpinan daerah cukup demokratis dalam pengambilan 
kebijakannya. Terbukti dengan di panggilnya beberapa elemen dari stakeholders 
yang terkait untuk di ajak berdiskusi dalam perencanaan kebijakan daerah. 
Sesuia dengan hasil wawancara terhadap kepala bidang pendidikan menengah 
dinas pendidikan kota palopo yang menyatakan bahwa : 
 “Bagus ini walikota yang sekarang karena na libatkan kepala sekolah 
sekota palopo dalam perumusannya untuk buat ini program pendidikan 
gratis” 
 
 Hal yang disampaikan di atas dapat menunjukkan bahwa pimpinan 
daerah kota palopo telah berusaha untuk melibatkan secara keseluruhan 
stakeholders yang terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut. 
 Dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam program pendidikan gratis 
paripurna di Kota Palopo, masyarakat dilibatkan dalam hal perumusan kebijakan 
dan pelaksanaan dari kebijakan yakni dalam perumusan pihak sekolah bersama 
komite sekolah ikut merumuskan jumlah anggaran yang dibutuhkan sekolah 
untuk menggratiskan biaya bagi peserta didik. Sedangkan dalam pelaksanaan 
masyarakat ikut mengawal jalannya program tersebut. Sebagaimana hasil 
wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo yang menyatakan 
bahwa : 
 “Masyarakat dalam program pendidikan gratis ini di libatkan untuk 
mengawasi jalannya ini program, ketika ada kekeliruan masyarakat bisa 
melapor” 
 
 Sesuai dengan hasil wawancara diatas maka dapat dilihat keterlibatan 
masyarakat secara umum dalam program pendidikan gratis paripurna di kota 
palopo yaitu ikut mengawasi jalannya program tersebut. Jadi ketika ada sekolah 
yang tidak menggratiskan biaya sekolah masyarakat dengan ini dapat 
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melaporkan hal tersebut pada pihak pengawas sekolah atau langsung ke Dinas 
pendidikan Kota Palopo.  
 
IV.2.1.5 Kesetaraan Gender dan Pengecualian Sosial 
 Kesetaraan gender dan pengecualian masyrakat dapat diartikan sebagai 
kesetaraan masyarakat yang merujuk pada pemahaman adanya kesamaan 
kedudukan dan perlakuan yang dialami oleh masyarakat. Di dalam bidang 
pendidikan terkhusus pada program pendidikan gratis paripurna di Kota Palopo 
kesetaraan gender dan pengecualian sosial dapat dilihat dari rasio siswa 
persekolah, rasio siswa per guru, rasio siswa perkelas dan indeks paritas gender 
yang meliputi angka masuk tiap sekolah .  
a. Rasio siswa persekolah di Kota Palopo 
 No. Kecamatan           
SD+MI SMP+MTs SM+MA+SMK 
     
01 Bara 255 493 425 
02 Mungkajang 141 316 ########## 
03 Sendana 155 75  
04 Telluwanua 193 186 310 
05 Wara 373 119 238 
06 Wara Barat 125 426 305 
07 Wara 
Selatan 
240 263 261 
08 Wara Timur 352 739 10 
09 Wara Utara 271 269 540 
  Rata-rata 251 360 345 
 
b. Rasio siswa per guru 
No. Kecamatan 
SD+MI SMP+MTs SMA+MA+SMK 
     
01 Bara 16 13 9 
02 Mungkajang 13 12 #DIV/0! 
03 Sendana 14 6  
04 Telluwanua 13 10 5 
05 Wara 19 7 8 
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06 Wara Barat 11 14 11 
07 Wara 
Selatan 
18 9 10 
08 Wara Timur 21 16 10 
09 Wara Utara 19 10 12 
  Rata-rata 17 12 9 
 
c. Rasio siswa perkelas 
No. Kecamatan 
SD+MI SMP+MTs SMA+MA+SMK 
     
01 Bara 26 32 24 
02 Mungkajang 20 30 #DIV/0! 
03 Sendana 19 25  
04 Telluwanua 22 27 17 
05 Wara 30 24 26 
06 Wara Barat 20 29 31 
07 Wara 
Selatan 
34 22 29 
08 Wara Timur 30 36 10 
09 Wara Utara 28 25 19 
  Rata-rata 26 30 23 
 
d. Indeks paritas gender 
No. Kecamatan 
AM 
Tk 
SD 
AM 
Tk 
SMP 
AM Tk 
SMA+MA+SMK 
     
01 Bara 1,18 1,35 0,63 
02 Mungkajang 0,80 0,78 #DIV/0! 
03 Sendana 1,10 1,34  
04 Telluwanua 0,91 0,82 0,02 
05 Wara 1,20 0,49 0,99 
06 Wara Barat 0,80 0,91 0,82 
07 Wara Selatan 0,89 0,99 0,99 
08 Wara Timur 0,83 0,95 #DIV/0000,! 
09 Wara Utara 0,93 1,20 2,08 
  Rata-rata 0,98 1,04 0,97 
 
 Data  diatas menunjukan bahwa tiap sekolah yang berada di kota Palopo 
masi belum bisa menerapkan kesetaaraan masyarakat dalam pelayanan publik 
akan pendidikan. Hal ini terlihat dari perbedaan data tiap kecamatan dikota 
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palopo.  Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala dinas pendidikan kota 
Palopo terkait permasalahan tersebut : 
 “Rata-rata orang tua murid mau semua kasi masuk anaknya disekolah 
favorit, sedangkan daya tampung sekolah berbeda-beda. Makanya ada 
kesenjangan tiap sekolah. Nah itu yang sekarang mau di sosialisasikan 
sama orang tua murid kalau semua sekolah itu sama” 
 
 Dengan adanya pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa sekolah 
favorit lebih berkualitas dari sekolah yang lain sehingga memaksa terjadinya 
kesenjangan dan tidak meratanya peserta didik tiap sekolah. Akan tetapi sesuai 
dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berusaha 
untuk menstabilkan rasio peserta didik sehingga pemerataan dan perlakuan yang 
diterima oleh peserta didik itu setara dalam hal pendidikan. Baik dalam 
kesempatan memperoleh pendidikan serta mendapatkan pengajaran.  
 
IV.2.1.6 Inovasi Dalam Konteks Lokal Dan Dapat Ditransfer 
 Konteks lokal merujuk kepada aspek-aspek kebutuhan masyarakat 
daerah, sumberdaya internal yang dimiliki, aspek kebudayaan setempat, serta 
aspek program yang pernah dikenal sebelumnya. Karena dalam perumusan 
kebijakan ini masyarakat ikut berpartisipasi, secara otomatis dapat dikatakan 
bahwa program ini lahir memang karena kebutuhan masyarakat akan sebuah 
program yang dapat membantu pembiayaan akan pendidikan. 
 Program pendidikan gratis paripurna tidak terlepas dari kebijakan yang 
hadir pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yakni pendidikan 
dasar sembilan tahun. Akan tetapi pemerintah kota palopo dengan melihat 
sumberdaya yang ada yang ditunjukkan oleh RPJMD 2013/2018 Kota Palopo 
merasa sanggup untuk membuat kebijakan yang menggratiskan sampai 12 
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tahun di kota palopo. Dengan adanya pula dukungan dari DPRD Kota Palopo 
sehingga pemerintah daerah  Kota Palopo mampu melaksanakan kebijakan 
tersebut. 
 Aspek Kemunginan untuk ditransfer bermakna bahwa program inovasi 
yang berhasil dilaksanakan bisa ditiru oleh pihak lainnya dalam hal ini 
pemerintah daerah lainnya. Semenjak adanya MOU pemerintah SULSEL dangan 
pemerintah daerah yang ada mengenai pendidikan gratis baru hanya ada enam 
kabupaten/kota yang menerapkan pendidikan gratis sampai 12 tahun. 
Sedangkan setiap daerah yang berada di SULSEL masih masih butuh akan 
perkembangan di bidang pendidikan karena tingkat perkembangan pendidikan di 
SULSEL dirasa cukup lambat. Sehingga kemungkinan akan transfer kebijakan 
dapat terjadi di kabupaten lain selain Kota Palopo. 
 
IV.2.2  Jenis Serta Tipe Inovasi Kebijakan 
 Menurut Halversen dkk dalam Sangkala MA (2014:30) tipe inovasi dalam 
sektor publik dibagi menjadi enam spketrum antara lain yaitu : 
a. Layanan baru atau perbaikan layanan 
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa program pendidikan gratis lahir 
karena adanya amanat UUD 1945 yang mewajibkan setiap masyarakat 
mendapatkan pendidkan yang layak. Sehingga ditungkan dalam undang-undang 
yang mengharuskan masyarakat menempuh pendidikan minimal 9 tahun. Hal ini 
lah yang kemudian berdampak pada lahirnya kebijakan program pendidikan 
gratis. Kemudian pada pemerintah kota palopo mengalami inovasi yaitu dengan 
menambah jangka program pendidikan gratis ini menjadi 12 tahun. Sehingga dari 
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SD sederajat sampai SMA sederajat di Kota Palopo digratiskan dalam hal 
pembiayaannya meliputi pembayaran uang masuk dan uang komite sekolah 
b. Inovasi proses 
Dalam pembuatan kebijakan ini pemerintah Kota Palopo telah melibatkan 
pihak sekolah sebagai pembanding dan pemberi masukan terhadap 
pengalokasian dana pendidikan disetiap sekolah berhubungan dengan program 
yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Palopo. Proses 
pembuatan kebijaakan dilaksanakan setelah pihak sekolah yang ada dikota 
palopo di persilahkan untuk mempresentasekan berapa kebutuhan akan dana 
sehingga program tersebut dapat terlaksana. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa 
ada hal yang baru yang dilakukan pemerintah kota palopo yaitu dalam 
pengimplementasian kebijakan tidak di sama ratakan akan tetapi disesuaikan 
dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan.  
c. Inovasi administrasi 
Karena dalam pelaksanaan sebuah program kebijakan tidak dapat 
terlaksana tanpa adanya payung hukum yang dibuat untuk menjaga 
keberlangsungan sebuah program. Di Kota Palopo inovasi administrasi yang 
etrjadi adalah terbentuknya peraturan daerah yang baru yaitu, PERDA no 2 
tahun 2013 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kemudian di 
perkuat dengan adanya PERDA no 13 tahun 2013 tentang RPJMD Kota Palopo. 
Setalah itu kemudian dibuatkan aturan teknis dari perda yang telah ada menjadi 
surat keputusan Walikota no 149/I/2014 mengenai pengelolaan pendidikan. 
d. Inovasi sistem 
Pada inovasi di sektor publik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo 
tidak ditemukan adanya perubahan dalam segi sistem karena tidak ada sistem 
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baru atau perubahan fundamental dari sistem yang ada dengan menetapkan 
organisasi baru atau pola kerjasama atau interaksi baru. Penerapan inovasi 
dalam sektor publik yang terjadi di kota Palopo masih menerapkan sistem yang 
sama dengan sebelumnya. 
e. Inovasi konseptual 
Perubahan terjadi di dalam memandang aktor seperti perubahan dicapai 
dengan menggunakan konsep baru, misalnya pelaksanaaan pendidikan graatis 
sudah dapat menyentuh tingkat sekolah menengah atas dan sederajat. Sehingga 
pola pikir akan berubah yang sebelumnya jika ingin bersekolah masih harus 
memiliki dana yang besar akan tetapi setalah adanya program ini masyarakat 
akan lebih terdorong untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke lebih tinggi. 
Perubahan konseptual juga terjadi dalam pemberian layanan disekolah, karena 
dengan adanya prograam ini membuat pihak sekolah memandang adil tanpa 
membedakan peserta didik yang masuk di sekolah. 
f. Perubahan radikal yang bersifat rasional 
Perubahan radikal yang dimaksud adalah cara  pandang atau pergeseran 
matrik mental pegawai dari sebuah organisasi. Pada kasus ini perubahan radikal 
tidak terjadi karena dalam penerapan inovasi dalam kebijakan pendiidkan gratis 
yang diterapkan pemerintah Kota Palopo tidak berubah secara keseluruhan, 
akan tetapi hanya menambahkan isi dari kebijakan tersebut. Pada saat pertama 
kali diterapkan kebijakaan ini hanya untuk 9 tahun akan tetapi setelah 
mendapatka sentuhan inovatif dari pemerintah setempat di tambahkan menjadi 
12 tahun karena kemampuan daerah sendiri. Sehingga tidak terjadi perubahan 
yang sangat bertentangan dengan nilai maupun tujuan dari program 
sebelumnya. 
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Selanjutnya Halversen dkk dalam Sangkala MA (2014:30) kemudian 
membagi jenis inovasi dalam 3 spektrum. Berikut penjelasan kana jenis inovasi 
yang ada di kota Palopo yaitu : 
a. Incremental innovation to radical innovation 
Merupakan perubahan yang sangat mendasar dan secara 
keseluruhan dari produk atau proses layanan yang sudah ada. Dengan kata lain 
hal ini tidak terjadi pada inovasi dalam sektor publik yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah kota palopo. Hal ini disebabkan karena inovasi kebijakan 
yang dilakukan hanya bersifat menambahkan dari program sebelumnya. 
b. Top down innovation to bottom up innovation  
Merupakan perubahan yang terjadi dari segi sistem dengan artian 
bahwa terjadi perubahan yang mengarah kepada perubahan perilaku dari top 
manajemen, midle, dan lower manajemen. Dengan mengingat bahwa program 
yang dibuat merupakan program lanjutan maka dengan pasti tidak ad sistem 
yang berubah. 
c. Needs led innovations anda efficiency-led innovation 
Inovasi dalam sektor publik yang ditandai dengan adanya inovasi 
proses yang terjadi sebelumnya untuk menyelesaikan masalah spesifik atau agar 
produk, layanan atau proseduryang sudah ada lebih efisien. Program pendidikan 
gratis telah ada sejak tahun 2008 akan tetapi seiring perjalanannya di kota 
palopo pemrintah setempat kemudian menambahkan inovasi ini menjadi program 
pendidikan gratis peripurna. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa inovasi 
pendidikan di sektor publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Palopo 
Cuma meneruskan kebijakan yang telah ada sebelumnya tanpa merubah sistem 
dan hal mendasar secara keseluruhan dari kebijakan sebelumnya. 
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IV.3 Pembahasan Hasil Penelitian 
IV.3.1 Level inovasi di Kota Palopo 
a. Dampak  
Indikator dampak  dapat dilihat dari sejauh mana program 
tersebut memberikan hasil positif terhadap masyarakat. Akan 
tetapi pada program ini belum dapat dilihat dampak yang tercipta 
dikarenakan program ini baru berjalan selama satu tahun oleh 
karena itu belum dapat diukur dampak dari program tersebut. 
b. Kemitraan  
Kemitraan bermakna sejauhmana kerjasama dan keterlibatan 
berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang 
dikembangkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tulisan 
“Good Governance dalam Rangka Optimalisasi Fungsi & Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah” (Jusuf Anwar dan Indra P tahun 
2006) manyatakan bahwa pemerintah dalam menjalankan urusan 
publik harus melibatkan tiga elemen dasar yaitu pemerintah, 
swasta, dan masyarakat. Di kota palopo pada program 
pendidikan gratis paripurna hanya melibatkan dua unsur saja 
yaitu dari pihak pemerintah dan masyarakat. Hal ini nampak dari 
proses perumusan sampai pada pengimplementasian program 
tersebut. Dalam konsep kemitraan dalam pemerintahan 
seharusnya melibatkan keseluruhan elemen yang ada. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa dalam penerapan inovasi dalam dunia 
pendidikan di kota palopo  belum dapat dikatakan telah 
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memenuhi indikator akan kemitraan yang baik. Adapun sejauh 
mana keterlibatan sumua elemen yang terkait dalam proses 
perumusan hingga evaluasi dari program belum nampak terlihat 
dikarenakan program ini baru berjalan selama kurang lebih satu 
tahun, sehingga dalam penerapan dan pengevaluasiannya belum 
dapat dilihat dengan jelas. 
c. Keberlanjutan 
Dalam buku innovative governance karya Sangkala MA 
menyatakan bahwa keberlanjutan dapat dilihat dari dukungan 
berbagai elemen terkait. Pada program ini dukungan jelas dapat 
dilihat baik dari eksekutif, legislatif dan masyarakat yang ada di 
kota palopo. Terbukti dengan adanya aturan yang di buat dan 
keterlibatan beberbagai elemen terkait baik dari perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara 
yang telah dilakukan mengatakan bahwa keberlanjutan dari 
program pendidikan gratis paripurna ini cukup baik. Hal ini 
dikarenakan pada perumusannya telah melibatkan unsur 
masyarakat dalam hal ini komite sekolah, sedangkan dalam 
menjaga keberlanjutan akan program ini dari legislatif kota palopo 
telah membuat sebuah aturan atau PERDA mengenai program 
ini. Kemudian aturan tersebut diteruskan oleh pemerintah kota 
Palopo menjadi aturan yang lebih terperinci mengenai program 
pendidikan gratis paripurna ini. Permasalahan keberlanjutan 
sebuah program juga dapat dilihat dari beberapa hal sesuai 
dengan tulisan dari Sangkala MA pada bukunya Innovative 
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Governance yang menyatakan bahwa keberlanjutan juga harus 
dilihat dari unsur keuangan, lingkungan dan sumber daya 
manusia. Pada program pendidikan gratis paripurna dapat dilihat 
bahwa program ini dapat berjalan dikarenakan kemampuan 
pemerintah daerah dari segi pendanaan memang cukup untuk 
menjalankan program ini. Bahkan dalam RPJMD kota palopo 
tahun 2013/2018 setiap tahunnya dana pendidikan itu meningkat. 
Sesuai data dari dinas pendidikan dalam profil dinas pendidikan 
tahun 2014 mengenai sumber daya manusia di kota palopo 
mengenai keberlanjutan juga dirasa cukup memenuhi kebutuhan. 
d. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat 
Menurut Kouzes dan Posner yang dikutip oleh Harbani Pasolong 
(2008:4) kepemimpinan adalah penciptaan cara bagi orang untuk 
ikut berkontribusi dalam mewujudkan sesuatu yang luar biasa. 
Dalam program pendidikan gratis paripurna ini pemerintah kota 
palopo dalam hal ini walikota palopo telah melakukan sebuah 
cara agar bagaimana semua elemen yang terkait dapat terlibat 
baik dari pihak sekolah masyrakat dan pihak legislatif Kota 
Palopo. Terbukti dalam perumusan program ini keterlibatan pihak 
sekolah dan masyrakat dapat dilihat. Sedangkan DPRD Kota 
Palopo dalam hal ini telah ikut berpartisipasi dengan membuat 
sebuah PERDA mengenai pendidikan. Akan tetapi menurut teori 
good governance dalam pelaksanaan tata pemerintahan harus 
juga melibatkan unsur swasta. Hal inilah yang di anggap kurang 
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dari segi kepemimpinan karena belum dapat melibakan semua 
unsur penunjang untuk menjalankan program ini.  
Dalam hal pemberdayaan masyarakat sesuai dengan buku 
Innovative Governance karya Sangkala MA menyatakan bahwa 
indikator pemberdayaan masyrakat dapat dilihat dari proses 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi dari 
program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sesuai 
dengan hasil temuan dari penulis, dapat dilihat bahwa 
keterlibatan masyarakat pada program pendidikan gratis 
paripurna ini berada hampir pada semya tahapan yang ada. Pada 
tahapan perencanaan masyarakat ikut terlibat dengan 
merumuskan bersama-sama pihak sekolah mengenai jumlah 
anggaran yang dibutuhkan. Kemudian pihak sekolah yang 
memaparkan hasil rapat itu dengan pemerintah daerah. Pada 
tahapan pelaksanaan dan pengawasan masyarakat ikut 
diberdayakan akan tetapi belum dapat dilihat seberapa besar 
keterlibatannya. Begitu pula dengan tahapan evaluasi hal ini 
dikarenakan program yang dilakasankan oleh pemerintah daerah 
kota palopo baru berjalan selama satahun sehingga tidak dapat 
dilihat sejauh mana masyarakat ikut diberdayakan. Akan tetapi 
dalam hasil wawancara oleh salah satu narasumber mangatakan 
bahwa ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam 
pelaksanaan program, masyrakat bisa melaporkan hal tersebut.  
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e. Kesetaraan gender dan pengecualian sosial 
Untuk melihat kesetaraan gender dan pengecualian sosial 
dengan kata lain kesetaraan masyarakat indikator yang 
digunakan sesuai dengan tulisan Sangkala MA dalam buku 
Innovative Governance adalah pembagian waktu layanan, 
pembagian biaya, pembagian perilaku aparat serta posisi 
masyarakat miskin. Dapat dilihat dalam program pendidikan gratis 
paripurna ini  pembagian waktu layanan sudah dapat dikatan 
setara sesuai dengan hasil temuan dikarenakan permasalahan 
pendidikan waktu layanan itu sama. Pembagian biaya dalam 
program ini pada tiap sekolah tidak setara, hal ini dikarenakan 
kebutuhan tiap sekolah akan hal pendanaan juga berbeda. Hal ini 
dapat terjadi dikarenakan jumlah peserta didik, fasilitas dan 
kebutuhan yang berbeda di tiap sekolah. Pembagian perilaku 
aparat sesuai dengan hasil temuan menyatakan bahwa 
persentase rasio guru terhadap murid itu berbeda-beda, hal ini 
dikarenakan jumlah guru tiap sekolah dan daya tampung tiap 
sekolah yang berbeda pula. Sedangkan untuk posisi masyarakat 
miskin dalam program ini itu setara karena semua murid 
digratiskan dalam hal pembiayaan yang harus ditanggung.  
Adapun menurut Prasetya (2001:78) kesetaraan masyarakat 
adalah perlakuan yang sama kepada semua unsur tanpa 
memandang atribut yang menempel pada subuyek tersebut. 
Menurut teori tersebut yang disesuaikan dengan kondisi pada 
pelaksanaan program ini secara garis besar dikatakan telah 
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memenuhi teori. Walaupun masih ada kekurangan dari berbagai 
aspek hal ini dapat terjadi dikarenakan kondisi tiap sekolah yang 
berbeda. Dengan keseluruhan hal ini Pemerintah Kota Palopo 
sudah berupaya untuk membuat adanya kesamaan akan 
kedudukan dan perlakukan cuma masih terdapat kesenjangan 
dari beberapa sekolah hal ini dikarenakan karena jumlah guru 
serta daya tampung tiap sekolah yang berbeda sehingga jumlah 
peserta didik tiap kelas dan sekolah itu berbeda. 
f. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer 
Inovasi dalam konteks lokal sesuai dengan buku Innovative 
Governance karya Sangkala MA harus memenuhi beberapa 
indikator antara lain yaitu, kebutuhan masyrakat, sumber daya 
lokal, sosial budaya, serta sejarah lokal. Kebutuhan masyraat 
akan program ini sangat jelas terlihat dikarenakan masi bnyak 
masyrakat yang kurang mampu untuk bersekolah diakibatkan 
biaya sekolah yang tiap tahunnya meningkat. Adapun lahirnya 
pogram inipun ikut melibatkan masyrakat sehingga dapat jelas 
terlihat bahwa program ini lahir dikarenakan kebutuhan masyrakat 
akan pendidikan gratis. Selanjutnya sumber daya lokal, 
berdasarkan hasil temuan sumber daya lokal dalam pelaksanaan 
program ini jika tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat 
dan pemerintah provinsi itu tidak dapat terlaksana. Terbukti 
dangan data dari Dinas Pendidikan bahwa sumber pendanaan 
akan program sebagian besar bukan berasal dari sumber daya 
pemerintah daerah Kota Palopo. Untuk sosial budaya dan sejarah 
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lokal tidak dapat dilihat dengan jelas dikarenakan program yang 
lahir ini sebenarnya bukan berasal dari inisiatif pemerintah daerah 
Kota Palopo melainkan pengembangan dari pogram pemerintah 
pusat.  
Sedangkan untuk kemungkinan ditransfer itu sangat tinggi, hal ini 
dikrenakan baru terdapat enam kabupaten yang baru 
menerapkan kebijakan pendidikan yang hampir sama dengan 
yang dilakukan oleh pemerintah kota Palopo ini. Adapun indikator 
yang digunakan untuk menilai transfer program adala adopsi 
pengetahuan, adopsi informasi dan adopsi teknologi. Untuk 
indikator adopsi pengetahuan sesuai dengan hasil temuan bahwa 
program pendidikan gratis sudah dicanangkan sejak tahun 2008 
dan perkembangannya kini mulai dikembangkan dibeberapa 
daerah. Adopsi informasi akan program ini sudah sangat besar 
dikarenakan sudah ada beberapa daerah yang juga 
melaksanakan program yang sama. Indikator yang terakhir 
adalah adopsi teknologi, dalam program ini teknologi yang 
digunakan tidak terlalu berbengaruh maka dari itu dalam hal 
transfer program tidak mengambil peranan penting. 
 
IV.3.2 Jenis serta tipe inovasi kebijakan 
Dari enam tipe inovasi kebijakan menurut Halversen dkk hanya 
terdapat empat tipe inovasi yang terjadi pada kebijakan yang dilakukan oleh 
pemerintah Kota Palopo. Antara lain yaitu : 
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a. Layanan baru atau perbaikan layanan  
Program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kota 
palopomerupakan program yang berupa perbaikan layanan. Hal 
ini sesuai dengan hasil temuan bahwa program ini lahir 
dikarenakan meneruskan program yang sudah ada. 
b. Inovasi proses 
Berdasarkan hasil temuan ditemukan adanya inovasi proses, hal 
ini dapat dilihat dari pelaksanaan program pendidikan gratis 
paripurna ini. Sebelum adanya program ini pendidikan gratis 
cuma sampai pada tingkat sekolah menengah pertama. Serta ada 
hal yang baru dalam perumusan lahirnya program ini yaitu, 
masyarakat ikut dilibatkan walaupun keterlibatan yang terjadi 
belum secara keseluruhan 
c. Inovasi administrasi 
Inovasi administrasi dapat dilihat dari segi kebijakan yang dibuat 
oleh pemerintah daerah, berdasarkan hasil temuan dapat dilihat 
bahwa dengan lahirnya program ini pemerintah daerah Kota 
Palopo beserta pihak DPRD Kota Palopo telah membuat sebuah 
kebijakan untuk menjaga program ini terus berlanjut. 
d. Inovasi konseptual 
Inovasi konseptual ditemukan pada penerapan program ini, hal itu 
dapata terlihat dari pola pikir yang berubah. Pola pikir aparatur 
memandang pendidikan serta pola pikir masyarakat jelas terlihat. 
Jika ingin bersekolah kita harus butuh biaya besar akan tetapi 
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dengan adanya program ini pola pikir akan bersekolah butuh 
biaya besar itu luntur.  
Sehingga berdasarkan hasil temuan dapat di ketahui bahwa jenis dari 
inovasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Palopo yaitu needs 
led innovations and efficiency-led innovations. Dikarenakan tipe inovasi yang 
terjadi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jenis inovasi ini ditandai dengan 
adanya inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik 
atau agar produk, layanan atau prosedur yang sudah ada lebih efisien. 
Mengingat bahwa program ini merupakan inovasi dari program yang sudah 
ada akan tetapi melihat kondisi di daerah membuat pemerintah Kota Palopo 
membuat sebuah inovasi seperti yang dilaksanakan. 
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BAB V 
PENUTUP 
V.1. Kesimpulan 
Dengan melihat hasil penilitian penulis, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa inovasi dalam sektor publik yang dilakukan pemerintah kota palopo sudah 
memberikan layanan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan 
kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah kota palopo yang mampu 
merubah iklim pendidikan yang ada di kota palopo, terbukti dengan dampak 
positif yang terjadi misalnya angka buta huruf yang menurun angka partisipasi 
kasar dan angka partisipasi murni yang meningkat. Namun, dibalik keberhasilan 
program yang dilaksanakan pemeintah kota palopo juga terdapat beberapa 
kekurangan misalnya pemerintah kota palopo belum dapat melibatkan semua 
elemen terkait dalam proses kebijakan ini.  
Berikut kesimpulan hasil penelitian penulis mengenai kriteria inovatif 
dalam penerapan inovasi dalam sektor publik pada bidang pendidikan gratis di 
kota palopo : 
1. Dampak 
Dampak dari program ini belum dapat dilihat dikarenakan waktu dari 
pelaksanaan program ini yang baru berjalan selama setahun. 
2. Kemitraan 
Dari segi kemitraan, kebijakan pemerintah kota palopo berupa 
program pendidikan gratis paripurna di kota Palopo masih berjalan antara 
pemerintah dan pemerintah serta pemerintah dan masyrakat, hal yang 
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dilakukan oleh pemerintah setempat masih dianggap belum maksimal. Hal 
ini dibuktikan dari keterlibatan dan kerjasama dari stakeholder terkait di kota 
palopo masih kurang. Misalnya saja proses pengimplementasian kebijakan 
tersebut pemerintah belum melakukan kerjasama atau pun melibatkan pihak 
swasta. 
3. Keberlanjutan 
Untuk sisi keberlanjutan dari program pendidikan gratis paripurna di 
kota Palopo sudah cukup memadai, hal ini dibuktikan dari dukungan pihak 
legislatif yang pro aktif untuk membahas Perda terkait pengelolaan dan 
penyelenggaraan pendidikan di kota palopo sebagai payung hukum untuk 
menjaga agar program berlangsung dalam jangka panjang. Selain itu, 
dukungan dari pihak eksekutif juga sangat terlihat karena telah meneruskan 
Perda tersebut dalam surat keputusan walikota, apalagi sumber daya yang 
dimiliki oleh kota palopo cukup memadai untuk keberlangsungan program 
ini. Ditunjukkan dengan RPJMD daerah kota Palopo selama lima tahun 
kedepan yang mengalokasikan dana untuk program ini selalu mengalami 
peningkatan tiap tahunnya. 
4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat 
Penulis dapat menarik kesimpulan terkait kepemimpinan bahwa 
peran pemimpin dalam inovasi kebijakan yang dilakukan di kota palopo 
sudah menunjukkan ada inisiatif untuk melibatkan semua elemen, walaupun 
yang terlibat hanya beberapa elemen saja. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
pemanggilan seluruh kepala sekolah yang berada di kota palopo untuk 
memaparkan kebutuhan tiap sekolah agar program ini bisa terlaksana. Untuk 
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pemberdayaan masyarakat sudah ada upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah Kota Palopo untuk melibatkan masyaraakat setempat dalam 
penerapan inovasi kebijakan ini. 
5. Kesetaraan gender dan pengecualian sosial 
Dari segi kesetaraan gender dan pengecualian sosial terhadap 
pelaksanaan program pendidikan gratis paripurna di Kota Palopo, penulis 
mengambil kesimpulan sudah berjalan tanpa diskriminasi. Walaupun dari 
data yang di dapatkan masih tidak meratanya perssebaran peserta didik tiap 
kecematan, serta rasio siswa terhadap guru yang belum mampu memenuhi 
peserta didik secara keseluruhan. Akan tetapi hal ini terjadi bukan karena 
pemrintah setempat melakukan diskriminasi, akan tetapi diakibatkan dari 
daya tampung tiap sekolah perkecamatan di kota palopo berbeda diperburuk 
lagi dengan pemikiran orang tua murid yang menganggap hanya ada 
beberapa sekolah saja yang berkualitas. Padahal pemerintah koota palopo 
melalui program ini telah membuat bagaimana terjadinya kesetaraan disetiap 
sekolah yang ada. 
6. Dalam konteks lokal dan dapat ditransfer 
Dari segi konteks lokal terhadap kebijakan pendidikan gratis 
paripurna di kota palopo, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya 
penurunan kualitas pelayanan daalam bidang pendidikan di kota palopo, 
program ini dapat menjawab permasalahan tersebut dan dalam kurun waktu 
satu tahun setelah pelaksanaan program, terjadi perubahan kearah yang 
lebih baik di bidang pendidikan Kota Palopo. Dalam artian sederhana bahwa 
sebenarnya masyarakat telah lama menunggu hadirnya program ini, karena 
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dengan adanya program ini taraf hidup masyarakat sekitar dapat 
berkembang dengan didukung tingkat pendidikan yang memadai. Untuk poin 
dapat ditransfer, penulis menyimpulkan bahwa program ini sangat mungkin 
untuk ditransfer dan memperoleh pelajaran, hal ini dibuktikan dengan hanya 
ada enam kabupaten/kota yang berada di provinsi SULSEL yang telah 
menerapkan kebijakan ini. Mengingat tingkat pendidikan kita masi kurang 
dan kemampuan memperole pendidikan di kalangan masyrakat masi rendah 
maka di anggap program ini akan menjadi hal yang dapat ditranfer oleh 
daerah lain. 
7. Jenis dan tipe inovasi 
Dari enam tipe inovasi dalam sektor publik yang diterapkan oleh pemrintah 
kota palopo hanya ada empat poin yaitu, layanan baru atau perbaikan layanan, 
inovasi proses, inovasi administrasi, dan inovasi konseptual. Hal ini dikarenakan 
inovasi yang dilakukan hanya melanjutkan susatu yang telah ada untuk 
mengefisienkan kebijakan sebelumnya. Serta kebijakan yang dilakukan tidak 
merubah sistem maupun mengubah secara radikal dalam artian secara 
keseluruhan dari program yang telah ada sebelumnya. Dengan melihat hal 
tersebuat penulis dapat menyimpulkan bahwa jenis inovasi dalam sektor publik 
yang dilakukan oleh pemerintah kota Palopo yaitu Needs led innovations and 
efficiency-led innovation. 
V.2. Saran 
 Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan 
saran-saran terkait penerapan inovasi dalam sektor publik pada bidang 
pendidikan di kota Palopo sebagai berikut : 
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1. Untuk langkah selanjutnya dari program pendidikan gratis paripurna ini 
pemerintah harus lebih banyak melibatkan stakeholders yang terkait agar 
dalam pelaksanaan sebuah program dapat berjalan secara lebih efektif 
dan efisien. 
2. Sebelum sebuah program di implementasikan seharusnya didahului 
dengan sosialisasi program agar elemen yang terkena dampak dari 
program tersebut dapat mengetahui secara baik maksud dan tujuan 
dilaksanakannya program tersebut. 
3. Setelah pelaksanaan sebuah program pemerintah daerah setempat harus 
mengevaluasi lebih lanjut hasil maupun dampak yang diberikan, agar 
pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana program tersebut berjalan 
dalam pencapaian tujuan. 
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